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Undang Republik Indonesia Nomor 7Tahun 1984 tentang Pengesahan
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Konvensi mngenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap
Wanita;

Konvensi ICCPR (Internatonal Convenant on Civil and Politicial Rights) yang
telah diratifikasidengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2005 tentang Pengesahan Internatonal Convenant on Civil and
Politicial Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan
Politik);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean dan UU Nomor 17 Tahun 2006
tentangPerubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan TindakPidana Perdagangan Orang;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 35 tahun 2009 tentang
Narkotika; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Saksi dan
Korban;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun

2015 tentang pedoman Pelaksanaan

DLversi dan penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas)
tahun;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi,
Restitusi danBantuan Kepada Saksi dan Korban;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang
PedomanPelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang PedomanMengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan
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Hukum.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang
Penetapan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan Pecandu
narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial;

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Penempatan Korban Penyalahgunaan narkotika di Dalam Lembaga
Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri
Hukum dan Haka Asasi Mmanusia Republik Indonesia, menteri
Kesehtaan Republik Indonesia, MenteriSosial republik Indonesia Jaksa
Agung Republik Indonesia, kepala Kepolisian Republik Indonesia,
Kepala badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor
01/PB/MA/111/2014, nomor 03 Tahun 2014 Nomor 11 Tahun 2014
Nomor Per- 005/A/JA/03/2014Nomor 1 Tahun 2014, Nomor
Perber/01/111/2014/BNN tentang penanganan Pecandu Narkotika dan
Korban Penyalahgunaan narkotika ke Dalam lembanga Rehabilitas;

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun Tahun2020 Putusan Mahkamah
Konstititusi Nomor 21/PUU-X11/2014 KUHAP dan Penjelasannya,
Penerbit Tim Permata Press 2017

Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor 2031K/pid.sus/2011 tentang Pidana
bersyarat terhadapterdakwa kasus korupsi.

D. Sumber Rujukan Elektronik :

Amelinda Nurrahmah, 2012, Restorative Justice,
http://m.kompasiana.com/amelindanurrahmah/restorative-
justice_55101738813311ae33bc6294.

Analisa & Evaluasi Hukum Penyidikan & Penyelidikan Korupsi-BPHN
dari halaman
https://bphn.go.id/data/documents/penyidikan_dan_penyelidikan_korups
i.terakhor diakses tanggal 24 Maret 2021, Pukul 15.30

Aswab Nanda Pratama, "Mengenal Lembaga Anti-Korupsi seperti KPK
di 8 Negara",
https://internasional.kompas.com/read/2019/03/21/13215951/mengenal
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-lembaga- anti-korupsi-seperti-kpk-di-8-negara?page=all, terakhir
diakses tanggal 11 Februari2021, jam.7.28 WIB.

http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/pengertian-ruang-lingkup-
kebijakanhukum.html. Diakses pada tanggal 2 Desember 20109.

http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/ Diakses pada
tanggal 14Agustus 2020, Pukul 11:07 WIB.

https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-
hukum/Diakses padatanggal 15Agustus 2020, Pukul 09:50 WIB.

Hukumonline pada situs https://www.hukumonline.com. Terakhir diakses
pada hari Rabu,tanggal 24 Maret 2021, pukul 09.19 WIB.

Nasional Kontan, Sebanyak 454 kasus korupsi ditangani sepanjang
tahun 2018, https://nasional.kontan.co.id/news/icw-sebanyak-454-
kasus-korupsi-ditangani- sepanjangtahun2018. Diakses pada tanggal 15
November 2019.
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